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17. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan
untuk pejalan kaki.

18. Jalur Hijau adalah jalur yang diatasnya terdapat tanaman
penghijauan sesuai rencana tata ruang yang peruntukan,
penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.

19. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi
tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan
material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan
mampu menjadi areal penyerapan air.

20. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang
disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan
kegiatan sehari-hari berupa jaringan air bersih, jaringan listrik,
penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal
angkutan umum/ shelter bus, sarana kebersihan/ pembuangan
sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan
orang dan fasilitas umum lainnya.

21. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan
berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai
dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh
garis sempadan.

22. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got,
serta parit- parit tempat mengalirkan air.

23. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk 
mendapatkan uang dan/ atau barang.

24. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar 
norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang 
berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

25. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung 

etanol (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang 

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi 

atau fermentasl tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan 

perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan 

lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur 

konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran 

minuman mengandung etanol.

26. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.

27. Satwa Invasif adalah hewan yang bukan asli dari suatu wilayah, 
tetapi mampu beradaptasi, berkembang biak dan menyebar 
disana. 
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Bagian kesembilan 

Tertib sosial 
Paragraf 1 

Tertib Tuna Sosial dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

( 1) Setiap orang dilarang:

Pasal 22 

a. melakukan kegiatan sebagai peminta sumbangan,
pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan,
dan/atau pembersih kendaraan di jalan, persimpangan
lampu merah, dalam angkutan umum, dan fasilitas umum;

b. dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada
peminta sumbangan, pengemis dan/ atau pengamen
sebagaimana dimaksud pada huruf a ; dan

c. menyuruh orang lain atau mengkoordinir orang lain untuk
menjadi peminta sumbangan, pengamen, pengemis, pedagang
asongan, dan/ atau pembersih kendaraan sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

(2) Larangan kegiatan meminta bantuan atau sumbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikecualikan dalam hal
kegiatan tersebut dilakukan demi kepentingan kemanusian
setelah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang
berwenang.

(3) Setiap orang atau keluarga dilarang membiarkan keluarga yang
terindikasi dengan gangguan jiwa berkeliaran di tempat umum
dan melaporkan kepada pihak yang membidangi.

Paragraf 2 

Larangan Asusila dan Prostitusi 

Pasal 23 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi
dan/ atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan
asusila;

b. menawarkan dan/ atau menyediakan diri sendiri untuk 
melakukan perbuatan prostitusi; dan/atau

c. menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau 
prostitusi, jasa pomografi atau pornoaksi.

Paragraf 3 

Larangan Minuman Beralkohol 

Pasal 24 

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang mengkonsumsidan/ atau 
menyediakan untuk orang lain minuman beralkohol ditempat 
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(4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

(5) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
h dapat menjadi milik Pemerintah Daerah terhadap bangunan­
bangunan yang tidak memiliki izin.

BAB XI KETENTUAN 

PIDANA 

Pasal 37 

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal
10 ayat (1) huruf bb dan Pasal 19 ayat (1) huruf i, diancam
dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah
pelanggaran. (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, ancaman
pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.

(3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini
dapat diterapkan sidang dengan pemeriksaan acara cepat yang
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

(4) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
orang atau badan yang terbukti melakukan tindak pidana dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan 
dari Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 
tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum Dalam 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Darah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 1979) 
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan 
belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 39 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 tentang 
Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum Dalam Kabupaten 
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